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PROVINSI SUMATERA SELATAN
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NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang :

Mengingat :

b.

—

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2022 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini
sehingga perlu diganti; )

bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013




Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerinth Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890j;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara 2021 Nomor 63)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016
tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir (Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 6] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir Tahun 2022 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang I[lir Nomor 1);



16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Illir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

—

Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang
Ilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
Pembina  kepegawaian untuk  menduduki jabatan
pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil;

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
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perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD merupakan rencana keuangan pemerintah
daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir selama satu
tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau kemudian
disingkat BPKAD merupakan SKPKD / Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang llir.

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD / Kepala BPKAD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

-Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau selanjutnya

disebut APIP adalah aparat yang melaksanakan seluruh
proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan XKerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan rencana belanja program / non
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program dan kegiatan / non kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Standar Harga Satuan adalah standar atau pedoman yang
berisi satuan biaya berupa harga satuan, tarif, indeks serta
jumlah  yang digunakan dalam perencanaan dan
pelaksanaan APBD;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan /dibuat
oleh Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau
pernyataan bahwa biaya, harga maupun jumlah yang
diusulkan telah dihitung dengan benar dan disertai
kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh apabila
terdapat pelanggaran atau ketidak sesuaian dengan
peraturan perundang-undangan.

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk
menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam
melaksanakan tugas kedinasan.

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH
adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan
tugas sechari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas
Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan
kegiatan yang berlangsung.

Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL
adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara
kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara
tertentu pada kegiatanpendidikan dan pelatihan, pelantikan
jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya
Lencana Karya Satya.

Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL
adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan

tugas operasional di lapangan.

Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU
adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam

melaksanakan upacara.
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BAB II
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 2

Standar Harga Satuan berfungsi sebagai pedoman bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) untuk menyusun

biaya dalam komponen kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis

kinerja dan sebagai dasar pelaksanaan APBD.

Fungsi Standar Harga Satuan sebagai acuan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) merupakan besaran biaya dalam

penyusunan RKA-SKPD dan sebagai dasar pelaksanaan

APBD.

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan

berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan RKA-SKPD;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan

berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam pelaksanaan anggaran kegiatan,

b. estimasi merupakan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan
ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan
prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) dan (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
belum termasuk pajak dan pungutan lainnya kecuali untuk
jasa sewa.

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun
RKA-SKFPD tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini atau

satuan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran

SKPD melampaui dari yang tercantum dalam Peraturan




(1)

mengikuti

Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4)
huruf b, SKPD harus mengajukan usulan kepada Sekretaris
Daerah.

Sekretaris Daerah  memberikan  persetujuan dengan
mempertimbangkan telaah dari BPKAD dan telaah dari APIP
serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jika satuan biaya seperti yang dimaksud pada ayat (3) telah
disetujui oleh Sekretaris Daerah, maka ketentuan lebih lanjut
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan biaya dan tata cara
pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan / anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap
dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir, diatur dalam Peraturan Bupati

tersendiri,

Pasal 4

Dalam hal satuan biaya tidak tercantum atau melampaui dari
yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pengajuan disertai dengan
SPTJM yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, atau
Kuasa Pengguna Anggaran termasuk satuan biaya pegawai
pusat didasarkan pada ketentuan yang berlaku di Pemerintah
Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir lebih rendah.

SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan
bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN — LAIN
Pasal 5

Harga Satuan yang tidak terdapat pada Peraturan Bupati ini dapat

ketentuan Perundang-undangan yang secara Khusus

Mengatur Harga Satuan tersebut.




BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V \
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2024. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 13 ouvb 2023

&\, BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

W—IERI AMALINDO
Diundangkan di Talang Ubi )
pada tanggal 13 2w 2023 s

SEKRETARIS DAERAH
b’KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, J},
dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 94 )
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